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	Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif. Informan dalam penelitian yaitu 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 telah berjalan dengan baik adapun indikator implementasinya yaitu : 1) standar dan tujuan sudah baik 2) Sumber daya dalam implementasi belum baik 3) karakteristik organisasi pelaksana sudah baik 4) komunikasi antara organisasi masih terdapat beberapa hal yang belum baik 5) disposisi, adanya dukungan dan keterlibatan beberapa unsur dalam pelaksanaanya, 6) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dampak langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan, kesimpulan pada penelitian ini bahwa masih terdapat indikator implementasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik.
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	Abstract
This study aims to identify and describe the Implementation of the Konawe District Spatial Planning Policy for 2014-2034. The research method used is a qualitative approach. The informants in the study were 5 people. Collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the Implementation of the 2014-2034 Konawe Regency Spatial Planning Policy has gone well while the implementation indicators are: 1) standards and goals are good 2) Resources in implementation are not good 3) the characteristics of the implementing organization are good 4) communication between organizations there are still some things that are not good 5) disposition, support and involvement of several elements in its implementation, 6) social, economic and political conditions, direct and indirect impacts of policy implementation, the conclusion in this study that there are still indicators of policy implementation which is not going well.
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PENDAHULUAN
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi salah satu masalah/problematika pada perkembangan kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang merupakan suatu hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.Rencana tata ruang Wilayah  Kota yang nantinya akan memuat strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota Mulai dari tujuan, kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota Di Balik perencanaan yang disusun perlu juga memahami alur dari proses perencanaan rencana tata ruang wilayah.
Menurut Rustiadi dkk. (2004), menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yang  menjadi perhatian bersama yaitu: pertama; optimalisasi pemanfaatan sumber daya (prinsip produktivitas dan efisiensi), kedua; alat dan bentuk distribusi sumber daya (asas pemerataan, keseimbangan, dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (sustainability principle).
Saat ini banyaknya isu-isu terkait pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat, dan banyaknya peraturan tentang pembangunan dan pengaturan kawasan permukiman di sekitar industri yang dengan bertambahnya penduduk akan menimbulkan kepadatan sehingga adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu kebijakan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan ruang dan pengaturan ruang, secara khusus dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan adanya penataan ruang yang terarah sesuai penggunaanya dan memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat.
Harapan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, terarah dan berkesinambungan apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta tetap memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah harus lebih siaga dan siap serta mandiri dalam menyusun strategi pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Undang-Undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). 
Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berperan dalam pengaturan ruang publik sekaligus sebagai pelaksana teknis dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  harus dapat menyesuaikan kebijakan saat ini apalagi di era new normal saat ini. Rencana tata ruang merupakan rencana yang memuat penentuan dan pengelompokan wilayah  yang dimiliki setiap yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe, Rencana tata ruang juga memuat peraturan tentang perizinan pemanfaatan ruang,peraturan zonasi juga untuk memperlihatkan mana saja yang masuk zonasi wilayah seperti hanya untuk kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,  kawasan peternakan serta kawasan daerah industri. Dalam pengelompokan wilayah yang dimaksudkan agar dalam proses pemanfaatan ruang tersebut dapat teratur sehingga meminimalisir hal-hal yang mungkin tidak diinginkan . 
Hal ini perlunya perencanaan yang matang terkait penataan ruang yang sesuai dengan wilayah Kabupaten Konawe dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan teknologi. 
	
METODE PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Adapun pengumpulan data adalah; Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.
Sedangkan reduksi data yang diperoleh dalam penelitian tersebut ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terperinci. Laporan-laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
Pada tahap display data atau tampilan data  ini, penulis menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai hal yang berkaitan dengan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyajian tersebut dilaksanakan setelah data dikumpulkan, maka diperlukan pengolahan atau analisis data agar bisa dijadikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Sementara itu pengumpulan data dilakukan setelah data disajikan dalam bentuk deskripsi dengan pemahaman interpretasi logis. Interpretasi atau inferensi dilakukan dengan dua cara. Pertama, interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitianya. Kedua, adalah penulis bila mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang didapatkan dari analisa dibandingkan dengan kesimpulan peneliti lain atau dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori lain atau dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori.


HASIL  DAN PEMBAHASAN
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034
Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.  Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian dalam pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder)  terkait penataan ruang . 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Perda Nomor 9 Tahun 2014-2034 yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Membahas terkait Efektivitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah  di Kabupaten Konawe berdasarkan pada variabel yang berada pada kerangka pemikiran dengan menggunakan pendekatan Van  Meter dan  Van Harn terdapat beberapa dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, dan kondisi sosial ekonomi, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada sub pokok pembahasan berikut :
a. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Standar dan Tujuan
Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034, berkaitan dengan  implementasi kebijakan, maka standar dan tujuan kebijakan merupakan suatu harapan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi melalui beberapa program yang telah direncanakan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Konawe dalam mewujudkan kemajuan dalam bekerja diharapkan para pegawai bekerja dengan maksimal dan kreatif untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, dalam pengukuran dan pencapaian tujuan ini yang menunjukan efektivitas sangat ditentukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri penentuan ini kaitanya akan pemahaman dari kebijakan dalam standar dan tujuan dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034.
Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi sangat penting untuk standar yang digunakan dalam pemanfaatan ruang, standar merupakan hal yang krusial dalam penentuan telah tercapainya suatu kebijakan atau tidak. Adapun isi Permen ATR No 11 Tahun 2021 itu sendiri memuat cara penyusunan Rencana tata ruang wilayah, peninjauan kembali aturan, revisi, dan persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal ini merupakan standar yang dijadikan Dinas Pekerjaan Umum dalam Program Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Konawe.
b. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Sumber Daya
Salah satu dimensi yang mendukung implementasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 yaitu sumber daya.Sumber daya merupakan Komponen terpenting dalam sebuah organisasi terlebih organisasi tersebut memiliki sasaran/tujuan yang ingin dicapai maka membutuhkan sumber daya yang punya kualitas yang baik. Komponen dalam sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, sarana dan prasarana Kantor,selain itu sebuah informasi juga menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Rosalina (2012) dalam penentuan efektif dan efisien tidaknya suatu program ada yang menjadi kriteria yang dijadikan ukuran, menurutnya tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang kemampuan dan produktivitas kinerja seorang pegawai. Pada dimensi sumber daya yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam kaitannya dengan implementasi untuk sarana dan prasarana sejauh ini telah memenuhi kriteria yaitu : adanya gedung kantor, kendaraan roda 4 dan 2 yang berjumlah 30 unit komputer 10 unit yang tersebar pada tiap bidang, pendingin ruangan AC 20 unit dan peralatan lapangan alat berat 10 unit. Selain itu hal terpenting dalam pengembangan sumber daya dalam meningkatkan keahlian dengan mengikuti beberapa pelatihan merupakan solusi untuk dapat ditawarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya.
c. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Karakteristik Organisasi Pelaksana
Salah satu dalam pencapaian Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034, dapat dilihat dari bagaimana organisasi pelaksana menjadi faktor yang menentukan implementasi kebijakan, organisasi pelaksana dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni organisasi yang bersifat formal yakni Dinas terkait dan organisasi yang non formal yang berupa perusahaan terkait, kedua organisasi ini dapat membantu implementasi kebijakan namun dapat juga menghambat implementasi kebijakan. Sebab badan atau organisasi tersebut tentunya memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering terjadi pertentangan terkait implementasi suatu kebijakan Terkait Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Perda No 9 Tahun 2014-2034 seperti yang diungkapkan oleh ME sebagai berikut :
“ terdapat karakter yang berbeda-beda setiap organisasi tapi sejauh ini kerjasama kami dengan beberapa pihak berjalan dengan baik, kami saling mendukung dan apabila kami dibutuhkan kami siap hal ini merupakan kewajiban bagi kami juga sebagai pelayan masyarakat harus memberikan manfaat kepada masyarakat” (Wawancara, 27 Juni 2022).
Lebih lanjut ME ia menambahkan :
“saat implementasinya kami juga bekerjasama dengan pihak formal dan non formal; kalau organisasi formalnya kami dibantu oleh organisasi yang ada disekitaran Dinas kami diantaranya Dinas Pertanahan, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Dinas terkait lainya serta melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan sementara itu kalau pihak non formal dari perusahaan terkait.(Wawancara, 27 Juni 2022).
Hal yang sama juga dikemukakan oleh AF ia mengatakan :
“Dalam implementasi kami juga melibatkan Dinas terkait, Dinas Pertanahan, Perikanan, Pertanian, Perindustrian, dan Badan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)dan dinas terkait lainnya sehingga dalam pencapaian kebijakan kami dapat saling bekerjasama “. (Wawancara, 28 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam menegakan aturan tentang penataan ruang, pada implementasi rencana tata ruang wilayah atas Perda tahun 2014-2034 terimplementasi dengan baik adanya keseimbangan tugas yang saling terkait sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen bersama dalam implementasi kebijakan.
Seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn ( dalam Wahab, 2006) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan didalamnya terdapat aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Pada implementasinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang melibatkan beberapa unsur organisasi baik itu organisasi formal maupun non formal, seperti Dinas Kehutanan, Pertanahan, Pertanian, Perindustrian dan Dinas lainnya yang juga bersama pihak-pihak swasta yang memiliki kepentingan pada pengelolaan tata ruangnya. Hal ini menegaskan bahwa implementasi adalah aktivitas tindakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok  dan merupakan proses penentuan efektif tidaknya suatu kebijakan.
d. [bookmark: _heading=h.26in1rg]Komunikasi Antar Organisasi
Salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi yang memuat pertukaran informasi, ide dan muatan informasi lainnya, suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila terjadi interaksi di dalam prosesnya  dalam tahap perencanaannya melibatkan masyarakat secara umum dan implementasinya di lapangan. 
Lebih lanjut terkait sosialisasi kepada masyarakat, penulis melakukan observasi di salah satu wilayah yang terdapat perkebunan yang cukup luas di salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe, yaitu Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe. Yang merupakan salah satu kawasan perkebunan sawit milik PT.TPM yang bermitra dengan masyarakat kelurahan andabia, dalam observasi kami dan melakukan wawancara dengan ibu lurah Adabia selaku daerah tugasnya masuk area perkebunan dan banyak masyarakatnya yang bekerja perkebunan ia mengatakan :
“Pada saat itu sebelum berdirinya pabrik dan perkebunan sawit, saya ditemui dari kecamatan dan pemerintah tata ruang bersama perwakilan perusahaan melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pola tata ruang perkebunan di masyarakat kami”.(Wawancara, 28 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang optimalisasi pemanfaatan ruang sehingga dalam penataanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dalam isi Perda No 9 Tahun 2014-2034 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Strategi Penataan Ruang yakni; Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud terdiri atas :
a. mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah; 
b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan; 
c. mengembangkan usaha industri terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Konawe sebagai lumbung pangan; 
d. memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan petani; 
e. mengembangkan obyek-obyek wisata alam, buatan, bahari, petualangan dan agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan; 
f. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan; 
g. mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor; 
h. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan; 
i. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan. 
Lebih lanjut terkait Strategi peningkatan produksi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud  yaitu :
a. mendorong pertumbuhan produktivitas kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan yang ditunjang oleh pengembangan irigasi sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan produksi dan kualitas; 
b. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian dan perkebunan yang berkualitas; dan 
c. mengembangkan budidaya pertanian sub sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat lokal. 
Menurut Rosalina (2012) terkait komunikasi yang menentukan efektif tidaknya dalam proses analisis dan proses kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai artinya kebijakan harus mampu menjembatani setiap tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini berkaitan bagaimana ide setiap masyarakat kembali ke masyarakat dengan kebijakan yang bermanfaat, berkaca pada pentingnya komunikasi bahwa setiap tindakan akan dimulai dengan adanya interaksi yang dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut yang artinya begitu penting komunikasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan.

[bookmark: _heading=h.lnxbz9]SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya kesimpulan dari peneliti sebagai berikut : 1) Standar dan tujuan dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Saat ini tercapai dengan baik antara perencanaan dan realisasinya di lapangan khususnya masalah pemanfaatan ruang yakni dengan berjalannya dan apa yang telah terealisasi di lapangan di, 2)Sumber daya, dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe, belum baik masih perlu adanya peningkatan kemampuan pegawai untuk bidang tenaga ahli saat ini masih kurang tenaga ahli sehingga sedikitnya dapat menghambat pekerjaan 3)Karakteristik organisasi pelaksana dalam Implementasi kebijakan berjalan dengan baik, 4) Komunikasi belum baik dilihat berdasarkan sosialisasi yang masing kurang dilakukan oleh pihak dinas kepada masyarakat, 5) Disposisi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe dalam hal ini dinas pekerjaan umum, penata ruang, perumahan dan kawasan permukiman memiliki sikap yang baik. 6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe, sudah baik adanya pemanfaatan ruang yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa poin tersebut secara umum Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014-2034 sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki dan ditingkatkan yaitu komunikasi, dan sumber daya.
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